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BUPATI BANTUL 
 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL 

 

 NOMOR  120  TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PENUNJUKAN PENGELOLA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG, 

PENGURUS BARANG PENGELOLA, PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGELOLA, 
SERTA PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT 

PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA, 
PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2018 

 
BUPATI BANTUL, 

 

Menimbang   : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam 
penataan aset perlu menunjuk Pengelola Barang, Pejabat 

Penatausahaan Barang, Pengurus  Barang Pengelola, Pembantu 
Pengurus Barang Pengelola, Serta Pengguna Barang/Kuasa 
Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, 

Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu pada 
Organisasi Perangkat Daerah; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul 

tentang Penunjukan Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan 
Barang, Pengurus  Barang Pengelola, Pembantu Pengurus 
Barang Pengelola, Serta Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 

Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus 
Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu pada Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018; 
 

Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa 
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 
1950 Nomor 44); 

 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679);  
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 

Nomor 12,13,14 dan 15dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

1950 Nomor 59); 
 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);  
 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;  
 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85); 
 
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Bantul Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2017 Nomor 21); 
 
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah 
Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109); 

 
                      MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan   : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA 

BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG, PENGURUS 

BARANG PENGELOLA, PEMBANTU PENGURUS BARANG 
PENGELOLA, SERTA PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA 

BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, 
PENGURUS BARANG PENGGUNA, PENGURUS BARANG 
PEMBANTU PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2018. 
 

KESATU        : Menunjuk Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, 

Pengurus  Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang 
Pengelola, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan Bupati ini.  
 

KEDUA          : 
 

 

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat sebagaimana dimkasud 
diktum KESATU adalah :  

a. Pengelola Barang : 
1. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik 

daerah; 

2. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan 
pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah; 
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3. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan 
barang milik daerah yang memerlukan persetujuan 

Bupati; 
4. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, 

pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; 

5. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik 
daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD; 

6. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi 

barang milik daerah;  
7. melakukan pengawasan dan pengendalian atas 

pengelolaan barang milik daerah. 
 

b. Pejabat Penatausahaan Barang : 

1. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan 
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan 

barang milik daerah kepada Pengelola Barang; 
2. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan 

persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan 

pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada 
Pengelola Barang; 

3. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas 

pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan 
barang milik daerah yang memerlukan persetujuan 

Bupati; 
4. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang 

untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, 

pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; 
5. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas 

pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang 

telah disetujui oleh Bupati atau DPRD; 
6. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan 

koordinasi inventarisasi barang milik daerah; 
7. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna 

Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat 

Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada 
Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang milik 
daerah yang berada pada Pengelola Barang; 

8. mengamankan dan memelihara barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud huruf g; 

9. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan 

pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan 
10. menyusun laporan barang milik daerah. 

 
c. Pengurus Barang Pengelola: 

1. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan 

persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan 
barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan 

Barang; 
2. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan 

persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan 

pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada 
Pejabat Penatausahaan Barang; 
 



 

 

 

 

4 

 
 

3. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan 
pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan 

persetujuan Bupati; 
4. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, 

pemusnahan dan penghapusan dari Pengguna Barang, 

sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan 
Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, 
pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik 

daerah; 
5. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah 

berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan 
dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk 
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi 

Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak 
lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang; 

6. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik 
daerah; 

7. menyimpan salinan dokumen laporan barang 

Pengguna/Kuasa Pengguna Barang; 
8. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan 

barang milik daerah; dan 

9. merekapitulasi dan menhimpun Laporan Barang Pengguna 
semesteran dan tahunan serta laporan barang pengelola 

sebagai bahan penyusunan laporan barang milik daerah. 
 

d. Pembantu Pengurus Barang Pengelola bertugas membantu 

Pengurus Barang Pengelola dalam penyiapan administrasi 
maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada 
pengelola barang. 

                                  
KETIGA          : Menunjuk Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat 

Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna 
dan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana tersebut dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan Bupati ini. 
 

KEEMPAT      : Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat sebagaimana dimaksud 
diktum KETIGA adalah : 
a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang : 

1. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang 
milik daerah bagi OPD yang dipimpinnya; 

2. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan 

barang yang diperoleh dari APBD dan perolehan lainnya 
yang sah; 

3. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik 
daerah yang berada dalam penguasaannya; 

4. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam 

penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas 
dan fungsi OPD yang dipimpinnya; 

5. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang 
berada dalam penguasaannya; 

6. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan 

barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang 
tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik 
daerah selain tanah dan/atau gedung; 
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7. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya 
dan sedang dan tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada 
Bupati melalui pengelola barang; 

8. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang 
milik daerah; 

9. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas 

penggunaan barang milik daerah yang ada dalam 
penguasaannya; dan 

10. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna 
semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang 
berada dalam penguasaaannya kepada pengelola barang. 

 
b. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang : 

1. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang 
milik daerah pada Pengguna Barang; 

2. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan 

barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan 
lainnya yang sah; 

3. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah 

yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/ atau 
Pengurus Barang Pembantu; 

4. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan 
pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah 
dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan 

DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/ atau 
bangunan; 

5. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah 

berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan 
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh 
pihak lain; 

6. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang 

milik daerah; 
7. Meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang 

dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/ atau Pengurus 
Barang Pembantu; 

8. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang 

(SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran 
Barang (SPPB) untuk mengeluarkan  barang milik daerah 
dari gudang penyimpanan; 

9. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) 
setiap semester dan setiap tahun; 

10. melakukan verifikasi sebgai dasar memberikan persetujuan 
atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan 

11. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang 

dismpaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/ atau 
Pengurus Barang Pembantu. 

 
c. Pengurus Barang Pengguna : 

1. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan 

penganggaran barang milik daerah; 
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2. menyiapkan usulan permohonan penetapan status 

penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari 
beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; 

3. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik 
daerah; 

4. membantu mengamankan barang milik daerah yang 

berada pada Pengguna Barang; 
5. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan 

pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan 
DPRD dan brang milik daerah selain tanah dan/atau 

bangunan; 
6. menyiapkan dokumen pengajuan barang milik daerah 

berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan 

untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak 

lain; 
7. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan 

penghapusan barang milik daerah; 

8. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; 
9. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan 

nota permintaan barang; 

10. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada 
Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna; 

11. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah 
Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita 
acara penyerahan barang; 

12. membuat Kartu Inventaris Barang (KIR) semesteran dan 
tahunan; 

13. memberi label barang milik daerah; 

14. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat 
Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi 

fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik 
barang; 

15. melakukan stock opname barang persediaan; 

16. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/ salinan 
dokumen kepemilikan barang milik daerah dan 

menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen 
penatausahaan; 

17. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyususan laporan 

barang Pengguna Barang dan laporan barang milik 
daerah; dan 

18. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang 
disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna 
Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan 

Pengguna Barang. 
 
d. Pengurus Barang Pembantu : 

1. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan 
penganggaran barang milik daerah; 

2. menyiapkan usulan permohonan penetapan status 
penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban 
APBD dan perolehan lainnya yang sah; 

3. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang  milik 
daerah; 
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4. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada 
pada Kuasa Pengguna Barang; 

5. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan 
pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan 

DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau  
bangunan; 

6. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah 

berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan 
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Kuasa Pengguna Barang  dan sedang tidak dimanfaatkan 
pihak lain; 

7. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan 

penghapusan barang milik daerah; 
8. menyusun laporan barang  semesteran dan tahunan; 

9. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan 
nota permintaan barang; 

10. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa 

Pengguna Barang; 
11. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah 

Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita 

acara penyerahan barang; 
12. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan 

tahunan; 
13. memberi label barang  milik daerah; 
14. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat 

Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna 
Barang  atas perubahan kondisi fisik barang  milik daerah 
pengecekan fisik barang; 

15. melakukan stock opname barang  persediaan; 
16. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan 

dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan 
asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan; 

17. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan 

barang  Kuasa Pengguna Barang  dan laporan barang milik 
daerah; dan 

18. membuat laporan mutasi barang  setiap bulan yang 
disampaikan pada Pengguna Barang  melalui Kuasa 
Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat 

Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang  
Pengguna. 

 
KELIMA         : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan 

Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018. 
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KEENAM       : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan 

berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2018. 
 
 

 
Ditetapkan di Bantul 
pada tanggal 6 Februari 2018 

 
 BUPATI BANTUL, 

 
        ttd 
 

SUHARSONO 
 

 
Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. : 
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  

cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY; 
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul; 
3. Kepala BKAD Kabupaten Bantul; 

4. Yang bersangkutan. 
 

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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LAMPIRAN I 
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL 

NOMOR  120  TAHUN 2018  
TENTANG 

PENUNJUKAN PENGELOLA BARANG, 
PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG, 
PENGURUS BARANG PENGELOLA, 

PEMBANTU PENGURUS BARANG 
PENGELOLA, SERTA PENGGUNA 
BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG, 

PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA 
BARANG, PENGURUS BARANG 

PENGGUNA, PENGURUS BARANG 
PEMBANTU PADA ORGANISASI 
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN 

BANTUL TAHUN ANGGARAN 2018 
 

SUSUNAN DAN PERSONALIA 
 

PENGELOLA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG, PENGURUS BARANG 

PENGELOLA DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGELOLA 
 

No. Jabatan dalam 
Pengelola 

Jabatan dalam Dinas Nama 

1. Pengelola Barang Sekretaris Daerah Kab. Bantul  
2. Pejabat 

Penatausahaan 

Barang 

Kepala BKAD Kab. Bantul  

3. Pengurus Barang 
Pengelola 

Kepala Bidang Aset BKAD Kab. 
Bantul 

 

4. Pembantu Pengurus 
Barang Pengelola 

1. Kasubbid. Inventarisasi dan 
Penghapusan BKAD Kab. 

Bantul 
2. Kasubbid. Penilaian dan 

Optimalisasi BKAD Kab. 

Bantul 
3. Kasubbid. Pengolahan Data 

dan Pelaporan BKAD Kab. 

Bantul 
4. Pelaksana pada BKAD Kab. 

Bantul  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
1. Aulia Frisky 

Fatma Dewi, 
A.Md 

2. Setio Adi 

Sarwoko, S.Kom 
 

 

 

BUPATI BANTUL, 
 
      ttd 

 
SUHARSONO 


